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Abstract: Managing a vast country like Indonesia in today’s era of globalization poses significant challenges. The spread of misguided religious interpretations, radical ideologies, and terrorist narratives through social media has become increasingly concerning. Radicalism acts as a catalyst for terrorism, highlighting the urgent need to reinforce the principles of Pancasila as a countermeasure against these threats. This research aims to explore strategies for strengthening Pancasila's ideals to safeguard the National Capital of the Republic of Indonesia (IKN) from the risks of terrorism. Utilizing a qualitative methodology centered on a literature review, the study gathers insights into Indonesia's approach to combating terrorism. The findings suggest that upholding the core values of Pancasila plays a crucial role in fostering solidarity in the fight against terrorism and radicalism. Pancasila serves as an ideal foundation for countering these extreme movements. Its three fundamental tenets—Belief in One Almighty God, Just and Civilized Humanity, and Indonesian Unity—stand in stark opposition to the principles espoused by terrorist groups. By consistently and cohesively promoting the ideals of Pancasila, society can effectively undermine the growth of extremist ideologies and movements. The eradication of such extremes will cultivate a safer, more peaceful social environment, allowing citizens to live without fear.
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Abstrak: Mengelola negara besar seperti Indonesia di masa globalisasi saat ini tentu tidak mudah. Tafsir agama yang tidak akurat, radikalisme, dan ideologi teroris saat ini disebarluaskan melalui media sosial. Terorisme juga secara tidak langsung disebabkan oleh radikalisme. Oleh karena itu, penguatan asas Pancasila perlu dilakukan guna memerangi maraknya aksi terorisme dan radikalisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji rencana penguatan cita-cita Pancasila dalam rangka mencegah ancaman terorisme terhadap Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN). Untuk mengumpulkan data mengenai strategi Indonesia dalam pemberantasan terorisme, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berpusat pada tinjauan literatur. Temuan analisis menunjukkan bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai utama Pancasila dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam menghadapi terorisme dan radikalisme. Pancasila adalah titik awal yang sempurna untuk memerangi terorisme. Tiga sila utama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Persatuan Indonesia bertentangan langsung dengan gerakan teroris. Penanaman cita-cita Pancasila yang terus-menerus, intens, meluas, terkoordinasi, dan kohesif akan menyebabkan gerakan dan ideologi ekstrem punah dan tidak berkembang. Penghapusan gerakan dan gagasan ekstrem akan berdampak pada suasana kehidupan sosial di masyarakat, menjadi lebih aman, tenteram, dan tidak kenal takut.
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PENDAHULUAN
Ada begitu banyak keberagaman di Indonesia seperti keragaman bahasa, budaya, etnis, lingkungan, dan agama. Islam, Protestan, Katolik, Budha, Konghucu, dan Hindu termasuk di antara agama-agama yang diakui dan dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. Di Indonesia, agama yang paling populer adalah Islam. Keberagaman budaya suatu bangsa dapat menentukan tujuan hidupnya; merupakan warisan masa lalu yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini dan perlu dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Rahasia kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terletak pada keberagaman negaranya. Banyak sekali potensi-potensi yang baik untuk dikembangkan dalam keberagaman yang dimiliki Indonesia. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif. Jika keberagaman bisa dijadikan kekuatan untuk kebaikan masyarakat, maka potensi manfaat bisa terwujud. Sebab, negara Indonesia bisa tumbuh lebih damai dan sukses bila keragaman ini diakui. Jika pengetahuan tentang konteks keragaman tidak dipupuk secara memadai, hal ini berpotensi membahayakan.
Mengelola negara besar seperti Indonesia di masa globalisasi saat ini tentu tidak mudah. Salah satu penyebab percepatan transformasi masyarakat adalah kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi informasi telah tersedia secara luas dan bahkan menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, mereka yang tidak memiliki keterampilan teknologi informasi dipandang tidak bisa mengikuti kemajuan globalisasi. Karena bangsa Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk mempublikasikan atau bahkan mempromosikan seluruh kebudayaan nasionalnya demi kemajuan negara dan kesejahteraan warganya, maka teknologi informasi ini dapat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengembangkan kebudayaan nasional melalui media. Teknologi informasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Misalnya saja digunakan untuk membuat atau membagikan konten di media sosial yang mengandung unsur penipuan dan hoax, serta dapat melemahkan budaya membaca di masyarakat. Banyak orang menemukan agama di media sosial tanpa bimbingan, sehingga kebenaran beberapa pandangan agama semakin tidak dibatasi. Ketika orang-orang dari berbagai kelompok berdebat dan menegaskan bahwa gagasan agama mereka adalah yang paling akurat, ekstremisme agama mulai menyebar.
Saat ini, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan keyakinan agama palsu, radikalisme, dan ajaran terorisme (Muthohirin, 2015). Pada hakikatnya radikalisme adalah suatu cara berpikir yang berupaya untuk membawa perubahan atau revitalisasi yang signifikan dan revolusioner di bidang sosial dan politik. Radikalisme berawal dari sebuah aliran pemikiran yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang kerap menggunakan slogan-slogan unik yang mengatasnamakan agama, khususnya Islam. Masing- masing golongan seringkali membuat klaim kebenaran secara sepihak berdasarkan pemahaman agama yang terbatas dan dangkal. Mereka menganggap keyakinan atau ajaran merekalah yang paling akurat. Tindakan radikalisme muncul dari pola pikir yang menolak keberagaman. Kaum radikal percaya bahwa perbedaan masyarakat merupakan ancaman bagi keberadaan mereka. Meskipun radikalisme dapat berasal dari berbagai sudut pandang, termasuk ekonomi, politik, ilmu sosial, dan psikologi, fenomena tersebut sering kali didasarkan pada pemahaman agama.
Aksi terorisme juga secara tidak langsung disebabkan oleh radikalisme. Penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menimbulkan ketakutan atau kepanikan yang meluas yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kehancuran massal dengan tujuan mengganggu politik, ideologi, atau keamanan dikenal sebagai terorisme. Selain ledakan bom, ada jenis serangan teror lain yang termasuk dalam kategori terorisme dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di masyarakat. Serangan teroris yang pernah terjadi di Indonesia antara lain: 1) Pada malam Natal tahun 2000, terjadi ledakan bom di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia. Diantaranya Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mataram, Mojokerto, dan lain-lain. 2) Pada tanggal 12 Oktober 2002, tiga bom meledak di Bali. 202 orang tewas dalam ledakan ini, sebagian besar adalah warga asing, dan ratusan lainnya luka-luka. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2005, bom kembali meledak di Bali. Kafe Menega dan Kafe Nyoman di Jimbaran, serta Bar dan Restoran R.AJA di Kuta, mengalami tiga kali ledakan bom. 3) Pada tanggal 5 Agustus 2003, sebuah alat dengan kekuatan ledakan sebanding dengan bom Bali diledakkan di Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan Jakarta. Akibat ledakan tersebut, 156 orang terluka dan 14 orang meninggal dunia. Pada tahun 2003, ini merupakan ledakan kelima.
Dalam  hal  ini,  radikalisme  dan  fundamentalisme  yang  bercirikan  kembalinya
fundamentalisme pada agama berhubungan erat. Fundamentalisme adalah jenis filsafat yang memandang agama sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat. Ketika kebebasan beragama dibatasi oleh keadaan sosial politik masyarakat, maka fundamentalisme akan diikuti oleh radikalisme dan kekerasan. Fenomena ini tidak sekedar dimaknai keagamaan, namun juga ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Segala aspek kehidupan terbuka dan tidak diatur di era globalisasi saat ini, sebagaimana telah dijelaskan, masyarakat Indonesia telah terbawa oleh arus ekstremisme dan terorisme sebagai akibat dari kurangnya screening dan kondisi sosial yang tidak memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi prevalensi radikalisme dan terorisme, salah satunya melalui penerapan undang-undang Pancasila. Pancasila sebagai Bangsa dan ideologi bangsa merupakan suatu cara berpikir tersendiri yang menggambarkan jalan hidup suatu Bangsa. Sebagai lambang negara, Pancasila merupakan salah satu alat pemerintahan yang dimiliki Bangsa Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan adalah masih terdapat beberapa organisasi dan kelompok yang belum mengakui dan menjunjung tinggi asas dan fungsi Pancasila, serta ada beberapa organisasi dan kelompok yang ingin mengakui Pancasila sebagai ideologi dan pedoman bangsa.
Namun dalam dua dekade terakhir, terdapat gerakan-gerakan yang menentang Pancasila dan bertujuan untuk menggantinya dengan filsafat agama yang menjadi dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digoyahkan oleh kelompok intoleran, bahkan mengatasnamakan agama yang memiliki jumlah penganut terbanyak di Indonesia. Karena Pancasila tidak pernah diterapkan sehingga mendorong terjadinya terorisme. Karena Indonesia dianggap memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, masalah terorisme khususnya telah menarik perhatian seluruh dunia. Namun saat ini masyarakat Indonesia memutuskan untuk mengecam aksi teroris tersebut. Meskipun dibatasi oleh undang-undang, definisi terorisme ini masih tidak jelas karena luasnya cakupan tindakan yang dilakukan. Apa yang dimaksud dengan terorisme juga bergantung pada aspek mana dari isu yang akan dikaji, yang akan membantu mengarahkan pembicaraan mengenai kepentingan politik mana yang lebih berkuasa. Berdasarkan justifikasi di atas, tindakan terorisme sangat bertentangan dengan prinsip ideologi Pancasila karena hanya akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan dan prinsip utama dalam pemberantasan terorisme. Karena dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar umat, terorisme ibarat racun yang mengerikan. Untuk menyatukan negara yang begitu luas, keberagaman agama di Indonesia merupakan suatu berkah sekaligus kesulitan.

METODE
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berpusat pada survei literatur untuk mengumpulkan data tentang rencana pemberantasan teroris di Indonesia. Data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk makalah pemerintah, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan subjek penyelidikan. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dengan tujuan mengkarakterisasi dan menafsirkan data yang dikumpulkan. Peneliti berupaya menganalisis dan memahami berbagai kebijakan dan prosedur di bidang pemberantasan terorisme melalui kajian ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji rencana penguatan cita-cita Pancasila dalam rangka mencegah ancaman terorisme terhadap Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN). Peneliti dapat menentukan keberhasilan dan hambatan penerapan strategi dengan melihat berbagai laporan dan makalah. Untuk menghindari dan mengatasi ancaman terorisme, penelitian ini juga melihat operasi lapangan yang dilakukan oleh berbagai organisasi penegak hukum dan pihak terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Hasil
Aksi terorisme agama telah ada sejak peristiwa mengerikan 11 September 2001, dan masih terjadi di banyak wilayah di dunia hingga saat ini. Menurut Mayer (2001), “tindakan kekerasan cenderung memiliki dimensi kosmis, dan tidak ada yang dapat menahannya” dalam kasus terorisme agama, yang mana kekerasan dibenarkan oleh keyakinan agama. Teroris agama terus melakukan tindakan kekerasan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun faktanya para pemimpin pemerintahan dan agama di seluruh dunia mengecam serangan 9/11. Ledakan bom Madrid (2004) di Eropa. Terkait dengan 9/11, terdapat juga beberapa kasus terorisme agama di Indonesia. Jemaah Islamiyah (JI), kelompok yang terhubung dengan jaringan Al-Qaeda Asia Tenggara, menjadi dalang di balik aksi pengeboman tersebut. Di Afghanistan, sejumlah besar anggota JI menerima pelatihan militer bersama Taliban, yang saat itu berperang melawan Uni Soviet. ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) muncul pada tahun 2012 di tengah peristiwa politik regional dan internasional di Timur Tengah. Cabang Al-Qaeda di Irak (Al-Qaeda di Irak/AQI) adalah tempat ISIS bermula, namun mereka memisahkan diri dari kelompok induknya karena perbedaan pendapat strategis. Namun sikap mereka terhadap Muslim Syiah sangat berbeda.
Karena ISIS memiliki kekuatan militer yang hampir sama dengan negara-negara Timur Tengah lainnya dan dukungan finansial yang signifikan dari kekayaan alam setempat, ISIS telah mengungguli Al-Qaeda dalam pertumbuhannya. Indonesia juga terkena dampak ISIS. Dengan menawarkan insentif yang menarik di media sosial, mereka mampu menarik banyak masyarakat Indonesia untuk ikut berjuang di Suriah dan Irak. Selain itu, mereka menggunakan kelompok teroris lokal yang dikenal sebagai Jamaah Ansharut Daulah (JAD) untuk melakukan beberapa serangan teror di Indonesia (Mahabrata 2021). Sejumlah peristiwa bom di Surabaya (2018), Katedral Makassar (2021), dan Jakarta di Jalan Thamrin (2016) dan Kampung Melayu (2017) dikaitkan dengan JAD. Terorisme agama menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan kerukunan dalam komunitas multiagama seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi dan masih berpartisipasi dalam inisiatif kontraterorisme. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi kekuatan keras dalam upaya kontraterorismenya, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menekan organisasi teroris. Strategi hard power berupaya “menghancurkan sel-sel teroris, para pemimpinnya, saluran pendanaan dan logistiknya, serta jaringan pendukung langsung mereka.” Pemerintah Indonesia telah “menetapkan undang-undang anti-terorisme sebagai kerangka hukum dan mengatur ulang lembaga penegak hukum yang melaksanakan undang-undang tersebut” untuk mencapai tujuan ini.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diperbarui pada tahun 2018 merupakan undang-undang anti terorisme. Untuk menegakkan aturan tersebut, dibentuklah organisasi penegak hukum yang dikenal dengan nama Detasemen Khusus (Densus) 88. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki satuan pasukan khusus bernama Densus 88 yang memerangi terorisme. Menurut Muhammad (2014), POLRI menggunakan Densus 88 sebagai “mekanisme yang digunakan POLRI untuk mengelola rencana dan kebijakan antiterorisme, menyelenggarakan pelatihan, dan menangani pendanaan serta penempatan tim antiteroris di seluruh tanah air.” Namun strategi ini tidak mampu menghentikan pembentukan organisasi teroris baru. Sebaliknya, strategi ini justru meningkatkan kebencian organisasi teroris terhadap pemerintah yang mereka pilih untuk bersatu. Selain itu, strategi ini tidak mampu menghentikan teroris untuk mencuci otak pendukungnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi terorisme Islam secara efektif, strategi soft power harus ditambahkan ke dalam strategi hard power. Menurut Hikam, Indonesia berhasil menghentikan serangan teroris dengan menggunakan aparat kepolisian, khususnya Densus 88 Anti Teror, bersama TNI dan intelijen negara. Untuk menjamin bahwa penggunaan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan, sekecil apa pun, dapat dikalahkan, dikurangi, dan akhirnya dihilangkan, maka harus diciptakan strategi yang lebih lunak.
2) Pembahasan
Salah satu aset terbesar Indonesia adalah keberagamannya. Keberagaman masyarakat Indonesia baik warna kulit, golongan, agama, suku, suku, hingga adat istiadat memungkinkan Indonesia untuk bersatu. Konfusianisme, Kristen, Budha, Katolik, Islam, dan Hindu adalah enam agama resmi yang diakui di Indonesia. Meski berbeda keyakinan agama, masyarakat Indonesia senantiasa mendukung Pancasila dengan tetap menghargai dan menghormati satu sama lain. Namun saat ini banyak kelompok atau masyarakat yang merasa tidak puas dengan persatuan dalam keberagaman yang ditunjukkan oleh setiap warga negara Indonesia. Seperti yang terjadi di Indonesia, pihak-pihak ini hanya memandang perbedaan, bukan keberagaman, sebagai kekuatan atau kekhasan suatu negara. Fakta bahwa terdapat berbagai macam tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk merusak perdamaian dan keindahan yang terdapat dalam keberagaman merupakan buktinya. Kekerasan yang mengatasnamakan agama tertentu yang pada akhirnya berujung pada aksi terorisme merupakan salah satu contoh jenis kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tindak terorisme diartikan sebagai kejahatan transnasional, terorganisir, dan berjaringan luas yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau internasional, serta perdamaian. Serangan-serangan teroris tersebut dapat merugikan bangsa karena berpotensi membahayakan keamanan nasional dan berpotensi menimbulkan korban jiwa yang besar. Dimanapun, kapanpun, siapapun bisa menjadi korban terorisme. Selain itu, karena serangan teroris bersifat internasional, merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi merusak hubungan diplomatik antar negara dan memicu kerusuhan sipil, maka serangan tersebut juga dapat membahayakan negara lain. Mengingat dampaknya terhadap lingkungan, tingginya jumlah korban, dan kerusakan yang sangat besar, jelas bahwa pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pemberantasan pembunuhan atau pencurian dalam klasifikasi ini. Berdasarkan ciri-ciri terorisme, terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian nyata namun juga fiktif, seperti menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif, mengganggu jaminan sosial, dan mengganggu stabilitas politik.
Untuk menanggulangi terorisme diperlukan pengetahuan yang lebih komprehensif karena tidak bisa dianggap sebagai kejahatan lokal. Karena terorisme menjadi semakin rumit, maka akan merugikan umat manusia jika menganggapnya sebagai satu kesatuan. Seperti yang terlihat di Indonesia, di mana organisasi-organisasi secara diam-diam menggunakan penggalangan dana sosial untuk mendukung tindakan mereka yang melawan kemanusiaan, para teroris telah menghilangkan ketergantungan finansial mereka pada terorisme yang disponsori negara. Penggalangan dana kelompok menjadi lebih mudah karena batas negara tidak lagi menjadi penghalang komunikasi. Koordinasi dan pelaksanaan terorisme dapat digunakan untuk menilainya sebagai kejahatan transnasional; Keberadaan ISIS merupakan salah satu tanda pergantian rezim. Tidak dapat dipungkiri, munculnya tindak pidana teroris modern dipengaruhi oleh kehadiran organisasi teroris yang beroperasi secara global. Banyak kejahatan di Indonesia yang dikaitkan dengan ISIS, terutama setelah penyelidikan menyeluruh menunjukkan bahwa beberapa pelaku memiliki hubungan dengan organisasi tersebut (dijelaskan di bagian selanjutnya). Dalam kerangka ini, keterlibatan kelompok internasional jelas terkait dengan perkembangan uang dan ideologi. Menurut Setiyono dan Natalis (2023), hampir dapat dikatakan bahwa terorisme kontemporer adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, terencana dengan tujuan akhir yang telah ditentukan.
Terorisme masih mungkin terjadi seperti Indonesia dimana teroris terorganisir dengan baik. Kadang-kadang sulit untuk membedakan mereka karena mereka berbaur dengan baik dengan lingkungannya. Sulit bagi masyarakat dan polisi untuk melacak teroris karena penggunaannya yang luas dan fakta bahwa para pemimpin mereka masih menggunakan unit komando. Dengan dalih tindakan mereka merupakan jihad, mereka memicu ketegangan dan teror di masyarakat, khususnya melalui aksi pengeboman. Selain itu, teroris membela kekerasan terhadap kelompok dan agama lain karena mereka memandang mereka sebagai orang kafir. Lebih jauh lagi, mereka memandang kepolisian dan pemerintahan yang mereka dukung juga sama-sama tidak beriman karena mereka mengizinkan pemahaman yang berbeda dari pemahaman mereka sendiri. Aksi terorisme akan meningkat dan berdampak besar bagi suatu bangsa jika tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk memberantasnya. Dampak ini dapat berdampak buruk terhadap landasan politik suatu negara. Aksi terorisme tidak hanya berdampak pada sistem politik tetapi juga kehidupan individu. Dengan mengamalkan keyakinan esensial Pancasila, rasa solidaritas dapat ditumbuhkan untuk melindungi diri dari terorisme dan kejahatan radikal.
Pancasila telah dianggap oleh para pendiri negara sebagai landasan negara, ideologi, dan pandangan hidup sejak negara ini merdeka. Dengan demikian, lima sila Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan permusyawaratan dan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan landasan seluruh kehidupan, bangsa, dan negara Indonesia, termasuk pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Kelima dalil tersebut menjadi landasan bagi empat tujuan pokok pemerintah Indonesia yang ditegaskan kembali dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 membekali bangsa Indonesia dengan prinsip, nilai, dan prinsip kebangsaan dan kenegaraan. Karena memiliki makna tersendiri yang telah lama diinginkan oleh para Founding Fathers yang menciptakan Pancasila negara kita, maka pembukaan Undang-Undang Dasar memegang peranan penting. Pancasila merupakan titik tolak yang tepat untuk memerangi terorisme. Tiga sila dasar Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Persatuan Indonesia, sangat bertentangan dengan aksi-aksi terorisme. Berdasarkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap orang harus mengakui adanya Tuhan yang mengajarkan toleransi, kasih sayang, dan penolakan kekerasan.
Karena  terorisme  mendorong  tindakan-tindakan  kekerasan,  pembunuhan,  dan mematikan yang bertentangan dengan asas-asas kemanusiaan dan mengabaikan hak asasi manusia, maka terorisme juga melanggar Asas Kemanusiaan. Niat untuk mengganti falsafah negara Pancasila dengan asas-asas lain dan pemaksaan kehendak melalui berbagai cara kekerasan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan cara lain gerakan terorisme bertentangan dengan Asas Persatuan Indonesia. Padahal, kelima asas Pancasila tersebut telah berkembang menjadi dasar yang sempurna bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan keutuhan negaranya. Terkait hal tersebut, ada sejumlah taktik yang dapat digunakan untuk menghentikan ancaman terorisme, khususnya di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN). Berikut ini beberapa strategi yang dapat digunakan:
a) Meminimalisir Kesenjangan Sosial
Aksi terorisme juga dapat terjadi akibat adanya kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kesenjangan sosial harus dikurangi untuk menghindarinya. Agar terorisme tidak terjadi di negara mana pun, termasuk Indonesia, kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat harus diminimalkan. Pemerintah harus mampu mendukung pihak-pihak yang menjadi perantara masyarakat sekaligus mengambil langkah konkret untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Begitu pula masyarakat perlu mendukung dan mempercayai pemerintah agar dapat bersepakat dengannya. Dengan demikian, pemerintah akan secara efektif menjalankan tanggung jawabnya sebagai penjaga dan penguasa negara.
b) Menjaga Persatuan dan Kesatuan
Pencegahan aksi terorisme baik di lingkungan masyarakat maupun di tingkat negara melibatkan upaya menjaga persatuan dan kerukunan. Keberagaman atau pluralitas itu ada dalam sekumpulan orang atau masyarakat, apalagi dalam negara yang terdiri dari beberapa komunitas. Pencegahan aksi terorisme memerlukan upaya menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya keberagaman tersebut. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana yang tertuang dalam sila-silanya, merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi aksi terorisme di Indonesia.
c) Mendukung Aksi Perdamaian
Tindakan terorisme dapat dihentikan dengan melakukan tindakan damai. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran di masa mendatang dan mengakhirinya. Pemahaman tentang radikalisme yang baru, unik, dan rentan menyimpang merupakan langkah awal menuju terciptanya tindakan teroris, yang berujung pada konflik dan pertikaian. Mendukung kegiatan nonkekerasan yang dilakukan oleh negara (pemerintah), kelompok, dan individu merupakan salah satu strategi untuk menghentikan serangan teroris.
d) Berperan Aktif dalam Melaporkan Tindakan Terorisme
Peran yang dapat dimainkan adalah dengan menyoroti perlunya tindakan dengan menginformasikan kepada pihak-pihak terkait tentang setiap insiden teroris, tidak peduli seberapa kecil atau besarnya. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah terorisme berubah menjadi kekerasan dan konflik yang mengganggu masyarakat adalah dengan melaporkan atau berbicara dengan para pemimpin agama atau masyarakat setempat segera setelah pemahaman baru tentang agama muncul yang menyebabkan keresahan. Dengan cara ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab akan mengambil langkah-langkah pertama menuju pencegahan, seperti berbicara dengan pihak-pihak terkait tentang pemahaman baru yang telah berkembang di masyarakat.
e) Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan
Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami makna hidup berdampingan dalam keberagaman masyarakat dan negara, menumbuhkan dan memperkuat sikap solidaritas dan toleransi, serta menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia.
f) Menyaring Informasi yang Diperoleh
Salah satu strategi untuk menghentikan terjadinya kekejaman teroris adalah dengan menyaring informasi yang dikumpulkan. Mengingat informasi tidak selalu akurat dan perlu diikuti, terutama mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan informasi berasal dari sumber mana pun, maka perlu dilakukan penyaringan informasi untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat.
g) Ikut Aktif Mensosialisasikan Pengetahuan Tentang Terorisme
Menyosialisasikan tidak berarti mendorong orang lain untuk melakukan tindakan teroris; melainkan, mendidik orang lain tentang apa itu tindakan teroris. Hasilnya, banyak orang akan memahami arti penting tindakan teroris yang sebenarnya, yang sangat berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dibagi berdasarkan keberagaman atau keragaman. Sangat penting dan sangat membantu untuk mendidik orang tentang risiko, dampak, dan strategi untuk mencegah pengaruh kegiatan teroris.
Penanaman ideologi Pancasila secara terus-menerus, intens, meluas, terkoordinasi dengan baik, dan kohesif akan menyebabkan gerakan dan ideologi ekstrem menjadi musnah, bukannya berkembang. Ketika tidak ada lagi orang yang mau bergabung dan berjuang bersama kelompok radikal, mereka akhirnya mati. Ideologi mengerikan yang menyebabkan mereka mati sia-sia bukanlah sesuatu yang ingin mereka tipu. Matinya gerakan dan ideologi ekstrem akan berdampak pada lingkungan kehidupan sosial masyarakat, menjadi lebih aman, lebih tenteram, lebih tak kenal takut. Keuletan ajaran Pancasila akan dipengaruhi oleh lingkungan ini karena kebenarannya dirasakan dan ajarannya dapat semakin dipercaya. Ketahanan nasional bangsa Indonesia pada akhirnya akan dipengaruhi oleh ketahanan ideologi Pancasila. Agar dapat mencapai hasil yang lebih baik, diperlukan suatu kebijakan yang utuh dan terpadu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai UUD 1945. Untuk menjalankan rencana tersebut pada tataran operasional, kebijakan tersebut perlu didukung oleh berbagai inisiatif baik yang bersifat teknis maupun strategis. Sebagai bagian dari deradikalisasi dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme, pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat dapat bersinergi untuk menanamkan nilai-nilai UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kebijakan, strategi, dan upaya yang lebih konkret.

KESIMPULAN
Pembahasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk menimbulkan rasa takut atau teror yang meluas, yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban atau kerusakan dalam skala besar dengan tujuan menimbulkan gangguan ideologi, politik, atau keamanan. Terorisme tetap rentan bahkan di masyarakat seperti Indonesia di mana teroris terorganisasi dengan baik. Terkadang sulit untuk membedakan mereka karena mereka berbaur dengan baik dengan lingkungan sekitar. Lebih jauh, teroris membela kekerasan terhadap kelompok dan agama lain karena mereka memandangnya sebagai orang kafir. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat prinsip-prinsip Pancasila guna menanggulangi maraknya aksi terorisme dan radikalisme. Sebagai ideologi negara dan bangsa, Pancasila merupakan kumpulan konsep yang menjadi ciri cara pandang suatu negara terhadap kehidupan. Salah satu cara untuk mempersatukan keberagaman masyarakat Indonesia adalah dengan berpegang teguh pada Pancasila.
Pancasila merupakan titik awal yang tepat untuk memerangi terorisme. Tiga sila dasar Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Persatuan Indonesia, sangat bertentangan dengan aksi-aksi terorisme. Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap orang harus mengakui keberadaan Tuhan yang mengajarkan toleransi, kasih sayang, dan penolakan kekerasan. Karena organisasi teroris bertentangan dengan kodrat ketuhanan yang melarang penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, maka organisasi teroris secara langsung bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena terorisme mendorong tindakan kekerasan, pembunuhan, dan kematian yang bertentangan dengan cita-cita kemanusiaan dan mengabaikan hak asasi manusia, maka gerakan teroris juga melanggar Asas Kemanusiaan. Pemaksaan kehendak melalui berbagai cara kekerasan dan keinginan untuk mengganti falsafah negara Pancasila dengan asas lain akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan cara lain kelompok teroris melanggar Asas Persatuan Indonesia. Padahal, kelima sila Pancasila tersebut telah berkembang menjadi landasan yang sempurna bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan keutuhan negara. Penanaman nilai-nilai Pancasila secara terus-menerus, intensif, meluas, terkoordinasi dengan baik, dan terpadu akan menyebabkan gerakan dan ideologi ekstrem justru musnah daripada berkembang. Hal ini akan berdampak pada suasana kehidupan sosial masyarakat yang akan menjadi lebih tenteram, aman, dan tanpa rasa takut karena kelompok dan paham ekstremis akan musnah.
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